PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG :

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELURAHAN
D! KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAR YANG MAHA ESA

BUPATT SANGGAU

Menimbang : Q. bahwa dalom rangka pelaksanaon Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetopkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Doerah:;

b. bahwo univk menindakianjuli Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Orgonisasi Perangkat Daerah tersebuf, maka
dipandang perlu melakukan penataan kembdli terhadap Organisasi
Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Sanggau:

¢. bahwa untuk' maksud huruf b digtas, perlu penetapan kembali
Permnbentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di
Kabupaten Songgau dalom suaty Peratucan Daerah.

Mengingat ;L. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat il di Kalimantan {Lembaran Negarg Republik. Indonesia Tahun
1953 Nomor 09, Tambahan Lemboron Negora Republik Indonesia
Nomor 352) sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambghan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 1820 );

2. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaion {Lembaraon Negara Republik Indonesio Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noemer
3041); sebagaimana telah divboh dengan Undong-Undang Nomor
43 Tahun 1999 {Lembaran Negoro Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaron Negara Republik Indonesia Nomor
3890):

3. Undong-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara [Lembaran Negara Republik indonesiaa Tahun 2004 Nomor S,
Tambahan Lembaran Negara kepublik Indonesia 4355}

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan {Llembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambgohan Lembaoran Negora

s Republik Indonesia Nomor 4389);
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12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tohun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambohan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 }
sebagaimana tetah divbah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undong [ Lembaran Negara Republik Indonesia
Johun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ientang Perimbangan
Keuangan aontara Pemerintich Pusat don Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesic Tahun 2004 Nomor 126, Tombahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah republik Inconesia Nomor ¢ tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan  Pemberhention
Pegawai negeni Sipi! {Lemboran Negara Republik indonesia Tahun
2003 Nomor 15, Tambaohan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263);

Peraturan Pemeriniach Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman
Organisast Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaron Negara Republik

Indonesia Tahun 2004, Tombahon Lembaron Negara Republik
Indonesia Nomor 4428):

Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
tenfang Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 1485, Tombanan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antaora Pemerintan, Pemerintiah Daergh
Propinsi dan Pemerintah Daergh Kabupoten/Kota  (Lembaran
Negarg Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 }:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negora Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahon Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daeraoh Kcbunaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004
tentang Pokok-pokok Pengelolcon Kevangan Daerah;

Peraturan Daerch Kcbupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007
tentang Urusan Pemzrintah Kabupaten Sanggau.

Dengan Persetvjuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Menetapkan

DAN
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
DAN KELURAHAN Di KABUPATEN SANGGAU.
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BAS |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan :

Q.
b.

Caerch adalah Kabupaten Sanggau.

‘Pemerintahan Daeroh adalch penyelenggaraon vrusan pemetintohan oleh Pemerintoh

Daerah dan DPRD menurut asas ofonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Xesoluan Republik indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Daerah adaloh Gubemur, Bupati alau Walkota don Perangkat Daerah
sebagai penyelenggare pemerintanhan daerah;

Kepaia Daerah adalah Bupati Sanggau.

Perangkat Daerah adaloh unsur membaniv Kepala Daerah dalom penyelenggaraan
pemeriniahan daerah yang terdiri dar sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
iembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau. _
Kecomatan adaoloh wilayah kerja camat sebogai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.

Kelurahan, adalah memupakan wilayagh kerja lurah sebagal perangkat daerah
kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan;

Sekretariat Kecamatan, adalah unsur staf yang berada di bawah Camat yang dipimpin
oleh seorang Sekretarls ;

Sekretariat Kelurahan, adalah unsur staf yang berada di bawah Lurah yang dipimpin oleh
seorang Sekretarts ;

Eselon adalah tirgkatan dalam Jabatan Steukiural
Kelompok Jabatan fungsional adalah Keduduken yang menunjukkan tugas. tanggung
jawab dan hak seseorang Pegawal Negeri Sipil dalom satuan-satuan organisasi yang
dalam peloksanaan tugasnya didasarkan nada keahlian dan gtou keterampilan terientu
serta bersifat mandin
BAB 1l
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten
Sanggau.

(1}

Pasal 3

Organisasi Kecomaton yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Baerah
ini cdalah :

Kecamatan Kapuas.
Kecamatan Melicu.
Kecamatan Parindu.
Kecamatan Bonti.
Kecamatan Balai,
Kecamaian Sekoyam.
Kecamatan Beduat.
Kecamatan Kembayan.
Kecamatan Mykok.
Kecamatan Tayan Hulu.
Kecamatan Tayan Hilir,
Kecamatan Jangkang.
. Kecamaian Toba.
Kecamatan Entikong.
Kecamatan Noyan.

0337 rFTTIOTEeAN00
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(2) Organisasi Kelurahan yang dibeniuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini
) adalah Kelurahan yang berada di Kecamaian Kapuas, yaitu @
Kelurahan Bunut.
Kelurghan Beringin.
Keturahon liire Kota.
Kelurghan Sungai Sengkuang.
Kelurghon Tanjung Sekayom.
Kelurahan Tanjung Kapuos.

~® Q000

BAG IIt

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISAS!

s

Bagian Pertama

KECAMATAN

Pasal 4

(1) Kecamatan adalch merupakon wilayah kerja comat, sebagal perangkat’ ddérch
kabupaten;

(2} Kecamatan dipimpin oleh Camat;
Pasd §

Camat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2} Peraturan Caerah ini, mempunydi tugas
menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk
menangan: sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal &

Disampaing melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, camat
juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan mekiputi :

Mengkoordinasikan kegiotan pemberdayaan masyarakal:

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentramar: dan ketertiban umum:;
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangaon;
Mengkoordinasikan pemeliharcan prasarana dan fasilitas pelayonan umum;
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemenntahan dilingkat kecamatan;
Mermbhina penyelenggaraan pemerintahan desa danfatau keturahan; dan

Melaksonakan pelayanan masyarckat yang menjodi ruang lingkup tugasnya don/atau
yang belum dapat diloksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan,

e~opogo

Pasa! 7

(1) Susunan Orgonisasi Kecamatan terdirt dari :
a. Comat; :

b. Sekretaris Kecamatan, membaowahi sebanyak-banyaknya 3 {tiga) Sub Bagion;
c. Seksi, sebanyak-banygknya $ {lima} Seksi; don
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2) Seksi-Seksi, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayot

(1) Peraturan Dgerah ini, jumichnya ditentukan berdasarkan analisis beban keria dan
peraturan yang bedoku;

{3) Struktur Organisasi, Tata Keria dan rincian tugas pokok masing-masing Kecamatan
ditetopkon dengan Peraturan Kepata Daerah.

Bagian Kedua
KELURAHAN

?asal 8

{1} Kelurghan merspakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalom
wilayah Kecamatan;

{2) Kelurahon dipimpin oleh Lurah.
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Pasal ¢

Lurah mempunyai tugas meiaksanakan sebagian urusan pemerintchan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat yang diimpahkan oleh Camat,

Pasol 10

Untuk menyetenggarakan tugos sebagaimona dimeksud Pasal 9 Peroluran Daeran ini,
Kelurghon mernpunyoi fungsi .

0. Peloksonaan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Kelurchan, Pembangunan dan
Pelayanan masyarakat di Kelurahan ;

Penyelenggaraan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;

Petaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan kewenangon dan
tanggung jawabnya.

apo

Pusal 11

{1} Susunan organisasi Kelurahan terdin dari :
a. lurah:

Bb. Sekretars Kelur@han;
C. Seksi, sebanyak-banyaknya 4 {empat) Seksi; dan
d. Kelompok Jobatan Fungsional.

[2) Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pado ayat (1)

Peroturan Daerah ini jumichnya ditentukan berdasarkan analisis jobotan dan peraturan
yong berlaku;

{3} Struktur Organisosi . Toto Kenjo dan rincian lugos pokok  don masing-masing  Kelurahan
ditetapken dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB iV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 12
Pada Kecamatan dan Kelurahan dapat ditetapkan  Kelompok Jabatan Fungsionat tertentu
sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuy;
Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsionol sebagaimana dimaksud wada pasal 12 Peroturan daerah ini,

mempunyai fugas melaksanokan kegiatan teknic dividang keahlionnya masing-raasing sesuoi
dengen kebutuhan.

‘ Pascl 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini,
- terdiri dari sejumian tenaga dalam jenjong jobatan fungsional yang dipimpin oleh seorang

fungsional senior selaky Ketua Kelompok yong berada dan bertanggung jawab kepada
Camat atau Lurah;

(2) Kelompok Jabaton Fungsional sebagaimona dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat
dibagi alas keglompok dan sub kelompok sesual dengon kebutuhan dan keahlionnyao;

(3] Pembinaan terhadap tencga fungsional dilaksanakon sesudi dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

(1} Camat, Sekretars Kecamatan, Lurah, Sekretoris Keluwahan dan Kepala Seksi serta Kepato
Sub Bagian wajib mengikuti dan memaiuhi petunjuk-pelunjuk serta bertanggung jawab

kepada atasan masing-masing serfa menyampaikan laporan berkala tepat pada
waktunya:

(2) Cemat dan atau turah dalam melaksanokan iugasnya melakukan koordinasi vertikal dan
horisontol dengan instansi terkait;

(3] Sefiap loporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serfa
memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Dalom menijalankan tugas Kecamatan dan atau . Kelurahan, Camat, Sekretars Kecamatan,
Kepala Seksi, Lurah, Sekretans Kelurohan, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsionat wajib
menerapkon prinsip koordinasi. integrasi dan sinkronisasi balk dolam lingkurngan masing-masing.
maupun antar sotuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasol 17

(1) Apabila Comnat berhalangan melaksanakan tugosnya, maka tugos Camat diloksanakan

oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, dengan memperhatikan Daftar Urut
kepaongkaton;

(2} Apabilo Lurah berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas Lurah diloksanakan oleh
pejabat yang ditunjuk oleh Camat dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB Vi
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 18
{1} Comat adalah Jabatan strukiural eselon iila;
{2} Sekretaris Kecamatan addalah jabatan skukiural eselon HLb;
{3} Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamaton adalah Jabatan struktural eselon IV.o;

{4) Sekretors Kelurahan, Kepalc Seksi podo Kelurahon don Kepala Sub Bagion pada
Kecomotan adaolah Jabatan strukiural eselon V.b.

Pasal 19

(1} Camgat dan Sekretaris Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas
usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;

{2} Lurah diongkat dan diberhentikan oleh Sekretans Daerah atas pelimpahan kewenangan
dar Kepola Daerah, atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipit yang memenuhi syarat;

(3) Pejabat strukiural eselon IV dilingkungon Kecamatan dan Kelurahan dapat diangkat dan
diberhentikon oleh Sekretaris Daerah atas pelimpohan kewenangan oleh Kepala Daerah.

(4} Pengangkatan Pejabat struktural eseion il dan IV dilingkungon Kecamatan dan Keluraghon

memperfimbangkan syarat dan kompetensi jabatan yang teloh ditetopkan berdasarkon
hasil anakisis jabotan don peraturan yang berlaku.
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BAB Vil
PEMBIATAAN
Pasal 20

‘Segala biaya yeng diperukan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini.
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

RAB VIl
KETENTUAN tAIN-LAIN
Pasal 21

Peraturan pelaksonaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administraiif diatur
kemudian dengan Peraturan Kepcla Daerah.

BAS (X
KETENTUAN PERALIHAN
v Pasal 22

(1) Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau
Nomor § Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan dinyaiakan tidak bertaku lagi:

{2} Organisasi Kecomatan dan Kelurahan yang terbentuk harus sudah efekiif melaksanakan
tugas dan fungsinya paling lambat 1 {satu) tahun setelah beriakunya Peraturan Daerah ini,

BAB X
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini muici beraku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuirya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempotannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetgpkan di  : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007

BUPAT! SANGGAU,
Tid
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggou
Pada Tanggal 1 28 Jonuari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABWPATEN SANGGAU,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 22
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BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Segala biaya yang diperukan sebagai okibet  dikeluarkannya Peraturan Daerah ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB Vil
KETENTUAN LAIN-LAIN
Posal 21

Percturan peloksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis adminisiratif diatur
kemudian dengan Peraturan Kepaola Daerah.

EAB ¥
KETENTUAN PERALIHAN
’osal 22
(3) Dengon berlakunya Peraturan Deerah ini, mcka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau

Nomor 5§ Jahun 2002 tentang Pembeniukan dan Susunan Organisasi  Pemerintah
Kecomaton dan Kelurahan dinyatokan tidak bertaku lagi;

{4) Orgonisasi Kecamatan dan Kelurahan yang terbeniuk harus sudah efektif melaksanakan
tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu} tahun seteloh beriakunya Peraturan Daerch ini.

p BAB X
PENUTUP?
Pasal 23
Percturan Daerah ini mulai berlaku sejok tanggal diundangkan.

Agor sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkandi  : Sanggau
Padatanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkon di . Sanggau
Pada Tanggal : 28 Jonuari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
Ttd
F. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 22

Untuk salinan yang sph sesuai dengaon aslinya
Sekreigris Daerah,

NIP. 010091997
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